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PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 85 TAHUN 2014

<
TENTANG

.PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 151 TAHUN 2013 TENTANG
MEKANISME PELAKSANAAN PEMBAYARAN BELANJA DAERAH MELALUI UANG
PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

c,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 151 Tahun 2013,
telah diatur mengenai Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Belanja
Daerah Melalui Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan
Tambahan Uang Persediaan;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembayaran Belanja Daerah
Melalui Uang Persediaan, Gant! Uang Persediaan dan Tambahan
Uang Persediaan perlu dilakukan penyesuaian pada sistem informasi
pengelolaan keuangan daerah;

C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan GulDernur tentang
Perubahan Atas Pemturan Gubernur Nomor 151 Tahun 2013 tentang
Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Belanja Daerah Melalui
Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang
Persediaan;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dar! Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2.. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
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6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara.
Kesatuan Republik Indonesia;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan; .

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Pedoman.
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

.Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan·
Keuangan dan .Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun201 0 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan;

12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah·
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
. Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011; .

14. Peraturan M~nteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata
Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Bendahata dan Penyampaiannya;

15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentemg Pokok-pokok
·Pengelolaan Keuangan Daerah;

16: Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

17. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Gubernur Nomor 151 Tahun 2013 tentang Mekanisme
Pelaksanaan Pembayaran Belanja Daerah Melalui Uang Persediaan.
Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan;

19. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman
Penatausahaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN.ATAS PERATURAN
GUBERNLJR NOMOR 151 TAHUN 2013 TENTANG MEKANISME
PELAKSANAAN PEMBAYARAN BELANJA DAERAH MELALUI UANG
PERSEDIAAN. GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG
PERSEDIAAN.
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Pasall

Di antara BAB IV dan BAB V dalam Peraturan Gubernur Nomor 151
Tahun 2013 tentang Mekanisrne Pelaksanaan Pembayaran Belanja
Daerah Melalui Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambahan
Uang Persediaan disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IVA sehingga
berbunyi sebagai berikut :

BAB IVA

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal7A

(1) Kepala Dinas Komunikasi, Inforrnatika dan Kehumasan Provinsi DKI
Jakarta wajib menyesuaikan sistem informasi pengelolaan keuangan
daerah dengan mekanisme pelaksanaan pembayaran belanja daerah
melalui uang persediaan, ganti uang persediaan dan tambahan uang
persediaan dalam Peraturan Gubernur ini paling lambat 1 (satu)
tahun sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

(2) Dalam rangka pelaksanaan penyesuaian sistem informasi pengelolaan
keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala
Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
dapat mengikutsertakan unsur SKPD/UKPD terkait, unsur instansi
terkait lainnya dan/atau unsur pihak ketiga dengan mekanisme sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2014
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,

Ttd

JOKO vVlDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2014

PIt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

TId

WIRIYATMOKO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAkARTA
TAHUN 2014 NOMOR 71019

b",alimr~esuai dengan aslinya
KEPA~8[Re'-HlJRwM SEKRETARIAT DAERAH

PRO/f[I!\I'S.(em!AERAH'k~"b1~~SUS IBUKOTA JAKARTA,
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